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BUPATI KAUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian Daerah dalam bidang jasa usaha
tempat rekreasi dan olah raga, perlu diupayakan adanya
penyesuaian retribusi daerah yang pada dasarnya merupakan
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk
membiayai pembangunan di Daerah;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur
Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu
disesuaikan dan diatur kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

4. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Muko muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

Dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAH RAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.

3. Bupati adalah Bupati Kaur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.

5. Dinas adalah SKPD yang membidangi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di
Kabupaten Kaur.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah
dan/atau sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

7. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

9. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan
yayasan, organisasi massa politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk usaha badan lainya.
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10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya dapat disebut retribusi
adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh
pemakai jasa penyelenggaraan pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat
yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Bupati.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang
atau tidak seharusnya terutang.

17. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat
yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib
Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.

18. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari
suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan sarana dan fasilitas di Tempat Rekreasi dan
Olah Raga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana
dimaksud ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha Tempat Rekreasi
dan Olah Raga.

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib
Retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan yang diberikan
dalam penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olah Raga di dasarkan pada penyediaan sarana dan prasarana yang
terdapat di tempat rekreasi dan olah raga untuk mendapatkan keuntungan yang layak
untuk mengganti biaya administrasi serta biaya operasional dengan tetap
memperhatikan kemampuan masyarakat.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) wajib membayar
Retribusi yang struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi

NO
TEMPAT REKREASI DI

KABUPATEN KAUR
TARIF RETRIBUSI

PER ORANG (Rp) PER JENIS KENDARAAN
1. Pantai Wayhawang

Kabupaten Kaur
- Dewasa Rp 2.000,-
- Anak-anak Rp 1.000,-

- Sepeda Motor
- Minibus
- P

ick Up
- Truck/Bus kecil
- Bus Besar

Rp 2.000,-
Rp 10.000,-
Rp 10.000,-
Rp 15.000,-
Rp 20.000,-

b. Fasilitas Olah Raga

NO SARANA OLAH RAGA TARIF (Rp) KET
1. Lapangan Tenis

- Hari Biasa
- Hari Libur

Rp 20.000,-
Rp 30.000,-

Per 1x permainan
Per 1x permainan

2. Kolam Renang
- Hari Biasa
- Hari Libur
- Anak-anak

Rp 10.000,-
Rp 12.000,-
Rp 5.000-

Per 1x masuk
Per 1x masuk
Per 1x masuk

3. Lapangan Futsal
- Hari Biasa
- Hari Libur

Rp 100.000,-
Rp 120.000,-

Per 1x permainan
Per 1x permainan

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.


